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Nomor SOP SOP/AP/49
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH | Tanggal Pembuatan |01 Maret 2018
JI. Raya Muara Labuh- Padang Aro KM 12, Ampalu | Tanggal Revisi 31 Desember

Kecamatan Pauh Duo Tanggal Efektif 03 Januari 2022
web: pa-muaralabuh.go.id

email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

SOP PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian
Kekuasaan Kehakiman; Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 2. Menguasai Aplikasi SIPP

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun
2009;

3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola
pembinaan dan pengendalian Administrasi
perkara;

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan
Pengadilan Agama;

5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002
Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung
dan Peradilan yang berada dibawahnya;

6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :
KMA/032/SK/1V/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il
pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi
Peradilan;

7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R1 Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan;
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
3. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi 1. Buku Jurnal Keuangan Perkara

tidak akan terlaksana dengan baik
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SOP PELAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

_ Mutu Baku Kete rangan
No Kegiatan Meja | Kasir Meja Il Kelengkapan | Waktu Outtpu
1 | Menerima permohonan dan C) Berkas perkara | 10 Meneri
gugatan dengan pembebasan menit | Ma
biaya perkara berkas
2 | Memeriksa kelengkapan berkas I:j Berkas perkara | 10
menit
3 | Membuat SKUM nihil i PC, alattulis |5
L dan kertas menit
4 | Menyerahkan SKUM kepada Kertas dan alat | 5 SKU
Penggugat/Pemohon tulis menit | M
5 | Mencatat biaya perkara nihil v PC, buku 5
dalam buku jurnal perkara I:j jurnal, dan alat | menit
tulis
6 | Memberi nomor perkara pada PC, kertasdan | 5
SKUM I:j alat tulis menit
7 | Menyerahkan kembali surat kertas, alat 5
gugatan/permohonan beserta P tulis, dan menit
asli SKUM kepada pihak E‘ referensi
berperkara terkait
8 | Menerima surat gugatan dan v Berkas, alat 5
asli SKUM dari pihak I:j tulis, dan menit
berperkara referensi
terkait
9 | Mencatat dalam register induk Buku register | 15
perkara sesuai dengan nomor |:+j induk perkara | menit
perkara yang ada di dalam dan alat tulis
SKUM
10 | Menyerahkan 1 (satu) eks. surat 5
gugatan/permohonan yang telah <j menit

diberi cap nomor perkara
kepada pihak berperkara dan
lembar pertama SKUM

Waktu yang diperlukan : 70 Menit
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